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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan suatu negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor
dalam negeri maupun sektor luar negeri, dalam pengertian pajak merupakan salah
satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Berdasarkan Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007,
pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peningkatan penerimaan pajak
memegang peranan penting yang strategis karena dilihat dari sisi ekonomi,
penerimaan pajak dapat meningkatkan kemandirian dalam pembangunan suatu
daerah. Pungutan pajak bersifat memaksa, artinya jika seseorang telah memenuhi
syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak, dalam
undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak
membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi
administratif maupun hukuman secara pidana.

Jumlah hutang pajak dari tahun ke tahun bisa mengalmi peningkatan dan
penurunan di akibatkan karena ada law enforcement (ditegakkan hukum,
pemeriksa pajak) yang tingi, dan faktor lain yang disebabkan penurunan hutang
pajak. Hutang pajak adalah jumlah duit yang harus di bayar oleh rakyat (khusus
nya Wajib Pajak) karena ada nya keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang harus di

lunasi dengan cara yang berlaku dalam waktu yang telah ditentukan. Menurut



Pasal 1 point 8 Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa, Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk
sanksi adminstrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam
Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu lembaga yang ada di bawah
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lembaga ini memiliki tugas untuk
mengadakan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang pajak sesuai
dalam ketentuan peraturan perundang-undanga. Salah satu kebijakan dibidang
pajak yaitu diselenggarakan tagihan pajak untuk wajib pajak yang tidak dibayar
hutang pajak. Untuk dilaksanakan tagihan pajak, jurusita pajak sebagai pelaksana
tindkan tagihan pajak perlu dilaksanakan serangkaian tindakan tagihan pajak,
yaitu dilaksanakannya surat perintah tagihan seketika dan sekaligus, diterbitkan
surat teguran, diberitahukan surat paksa, dilksanakan sitaan, dilaksanakan
sanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Tata cara dan jangka waktu
dari semua tindakan tagihan pajak disusun dalam peraturan perundang-undngan
prpajakan.

Upaya peningkatan penerima di sektor pajak sudah dilaksanakan oleh
pemerintah oleh Direktorat Jenderal Perpajakan untuk mengoptimalisasikan
penerima pajak. Tindakan serupa tagihan pajak pasif melalui pemberitahuan
dengan digunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak, serta tindakan seperti
tagihan aktif seperti diterbitkannya surat teguran, diberi tahukan surat paksa,
dilaksanakan penyitaan, dan menjualkan barang sita yang telah dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan penyitaan adalah tindakan juru sita pajak



untuk dikuasai barang tanggungan pajak, untuk di jadikan jaminan untuk dilunasi
nya hutang pajak oleh peraturan perundang-undngan yang ada. Tujuann sitaan
yaitu untuk mendapatkan uang jaminan lunas utang pajak dari Penanggung Pajak.
Tindakan sitaan dapat dilakukan kepada semua barang Tanggungan Pajak, baik
yang ada di tempt tinggal, tempat usaha, tempat tinggal Penanggung Pajak atau di
tempat lain walaupun penguasannya ada di tempat pihak lain. Tindakan penyitan
dilakukan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum dilunasi jumlah pajak
yang masih harus dibayar menurut Surat Paksa yang telah disampaikan oleh
Jurusita Pajak dalam tahapan penagihan pajak.

Penyitaan ini dilaksanakan dengan memblokir rekening Penanggung Pajak
dengan tujuan akhir, memindah bukukan saldo rekening itu ke kas negara
untuk membayarkan pajak. Melalui mekanisme diblokirnya tersebut, hasil
pencairn tunggakan pajak bergantung dari besar kecil nya saldo rekening yang
terblokir (Sulistiriyanto, 2011). Penjualan barang yang telah disita biasanya
dilakukan melalui pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat
berharga, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Pelaksanan penyitaan hartaa punya wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Tanjung Karang pada kenyataan nya masih ada diperoleh
penunggak pajak, akibat tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana harusnya.
Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang
Kebijakan Penagihan Pajak, mendefiniisikan pencaira tunggkan atau piutang
pajak adalah semua dibayarkan dan dikurangkan atas piutang yang ada sebelum
tahun berjalan. Tunggakan pajak merupakan sejumlah pokok pajak yang belum

dilunaskan menurut Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya ada pokok pajak yang



dihutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambah, Surat Keputusan Pembenaran, Surat Keputusan Keberat, Putusan
Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang disebabkan total pajak yang ada
harus di bayar ditambah termasuk pajak yang seharus tidak di kembalikan,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
Surat Ketetapan Pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada
suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk meggambarkan kinerja
perusahaan tersebut. Dalam ajaran materil dalam sistim self assessment yang
diikuti oleh Indonesia, jika ada peristiwa, keadaan, atau perbuataan (taatbestand)
yang disebabkan terjadi nya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, jadi
saat itu wajib pajak mempunyai tunggakan pajak, tanpa harus ditunggu fiskus
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (Walewangko, 2016).

Namun masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban
perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang
mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Olivia, 2017). Kurangnya
kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai
wajib pajak ini membuat proses pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah berjalan dengan lambat (Nainggolan, 2015).

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bandar
Lampung Yanwardi mengatakan, jumlah pelaku usaha yang belum membayar

pajak cukup banyak. Dan saat ini sudah mulai dilakukan penagihan, serta BPPRD



juga berniat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
mengoptimalkan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang bandel. Pasalnya,
saat ini ada puluhan wajib pajak, baik itu restoran, reklame, maupun parkir.
Padahal pajak tersebut merupakan uang masyarakat. (https://www.kupastuntas.co)

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka
peneliti merasa tertarik untuk meneliti analisis efektivitas tindakan penyitaan
pajak terhadap pencairan tunggakan pajak. Untuk itu penelitian ini diberi judul
“Analisis Efektivitas Tindakan Penyitaan Pajak Dan Pencairan Tunggakan Pajak

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang
menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu :

“Apakah tindakan penyitaan pajak dan pencairan tunggakan pajak sudah

dilakukan secara efektif?”

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah hasil akhir yang hendak dicapai melalui
penelitian yang dilaksanakan yaitu :
1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan tindakan penyitaan
pajak dan pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Tanjung Karang.



2. Untuk mengetahui tindakan penyitaan pajak dan pencairan tunggakan
pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung

Karang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini
mengharapkan memiliki manfaat pada kedepannya. Adapun manfaat penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini menharapkan dapat bermnfaat yaitu:

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang
akan mengembangkan penelitian tentang penyitaan pajak dan
pencairan tunggakan pajak.

b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam tindakan penyitaan pajak dan
pencairan tunggakan pajak.

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan efektivitas tindakan penyitaan pajak dan
pencairan tunggakan pajak dan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:
a. Bagi Akademisi dan Peneliti
Penelitian ini dapat dijadikan referensi bacaan dan penambah ilmu

pengetahuan di bidang perpajakan serta penelitian ini dapat memberikan



informasi bagi Akademisi dan Peneliti terhadap Efektivitas Tindakan

Penyitaan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang, hasil

penelitian ini diharapkan merupakan masukan untuk penyempurnaan

dalam efektivitas tindakan penyitaan pajak dan pencairan tunggakan pajak

dapat lebih tepat sasaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang direncanakan dalam penulisan skripsi ini

terdiri dari lima bab, yaitu:

BABI

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan apa yang meladasi
dilakukannya penelitian ini, yang terdiri dari Latar Belakang,
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan
Sistematika Penulisan Skripsi.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai teori dan
konsep dasar yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang
akan dibahas dalam skripsi.

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA TANJUNG KARANG
Dalam bab ini, penulis akan menguraikan gambaran umum Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang.



BAB IV

BABV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil analisi dan
pembahasan permasalahannya dengan perhitungan Analisis
Efektivitas Tindakan Penyitaan Pajak dan Pencairan Tunggakan
Pajak dengan persentase yang ditetapkan oleh Departemen Dalam
Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun
1996.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas hasil
penelitian yang didapat oleh penulis dan saran-saran.

Daftar Pustaka.
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